
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI RALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR   100.3.3.3/220/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-465/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAII

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang       :     a.  bahwa sehubungan adanya penambahan usulan rancangan
Peraturan Wali Kota yang diajukan oleh perangkat daerah di
lingkungan  Pemerintah  Kota  Balikpapan,  perlu  melakukan
penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor
188.45-465/2025  tentang Program  Pembentukan  Peraturan
Kepala Daerah   Kota Balikpapan Tahun 2026  sebagaimana
telah    diubah    dengan    Keputusan    Wali    Kota    Nomor
loo.3.3.3/119/2026   tentang   Perubahan   atas   Keputusan
Wali    Kota    Nomor     188.45-465/2025    tentang    Program
Pembentukan  Peraturan  Kepala  Daerah    Kota  Balikpapan
Tahun 2026;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a  perlu  menetapkan  Keputusan  Wali  Kota
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor
188.45-465/2025  tentang Program Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026;

Mengingat        :     1.  E=:=g:E::=g N3mfrrft7 TN#un3 1:5£::ntT9%3Pent::atpinang
Perpanjangan     Pembentukan     Daerah     Tingkat     11     di
Kalimantan (I+embaran Negara Tahun  1953  No.  9),  Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959  Nomor 72,
Tambahan    Lembaran    Negara Nomor  1820) sebagaimana
telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-
Undang   Nomor   8   Tahun    1965   tentang   Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan
Derah  Tingkat   11  Tabalong  dengan   Mengubah   Undang-
Undang  No.  27  Tahun  1959,  tentang  Penetapan  Undang-
Undang Darurat No.  3 Tahun  1953, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor    1    Tahun    2026    tentang    Penyesuaian    Pidana
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2026  Nomor
1, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);



3.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang    Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah    (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagainana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Mengubah  Lampiran  Keputusan  Wali  Kota  Nomor  188.45-
465/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala
Daerah  Kota  Balikpapan  Tahun  2026  sebagaimana  telah
diubah       dengan       Keputusan       Wali       Kota       Nomor
loo.3.3.3/119/2026   tentang   Perubahan   atas   Keputusan
Wali    Kota    Nomor     188.45-465/2025    tentang    Program
Pembentukan  Peraturan  Kepala  Daerah  Kota  Balikpapan
Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lalnpiran Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
padatanggal  7  Juli  2026

WALI APAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.   Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2.   Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3.   Kepala Bagian Hufum Setda Kota Balikpapan.



LAMPIEN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR      loo.3.3.3/220/2026
TENTENG
PERUBAHAN  KEDUA  ATAS  KEPUTUSAN  WALI  KOTA
NOMOR      188.45~465/2025     TENTANG      PROGRAM
PEMBENTUKAN  PERATURAN  KEPAIA DAERAII KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPAIA DAERAH TAHUN 2026

NO JUDUL

STATUS
PERANGKATI)AERAH/UNITKERIA

BARU PENYEMPURNAAN

1 TENAGA AHLI WALI KOTA V
BAGIAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN

2
PRTUNJUK          PELAKSANAAN          PERATURAN

V BAGIAN HUKUMDAERAH   NOMOR   7   TAHUN   2024   TENENG
PBNYELBNGGARAAN BANTUAN HUKUM

3

PERUBAHAN   KEDUA  ATAS   PERATURAN  WALI

V BAGIAN ORGANISASI
KorA NOMOR  16 TAHUN  202i TENTANG TATA
CARA        PENVAM PAIAN        IAPORAN        HARTA
KEKAYAAN      PENYELENGCIARA      NEGARA      DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DABRAH

4

PERUBAHAN   ATAS    PERATURAN   WALI    KcrlA

V BAGIAN ORGANISASI
NOMOR    29    TAHUN    2024    TENENG    TATA
NASKAH  DINAS  DI  LINGKUNCIAN  PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN

5

PERUBAHAN   ATAS    PERATURAN   WALI    KOTA

V BAG}AN ORGANISASI

NOMOR       32        TAHUN        2018       TENTANG
PEMBENIUKAN,         SU SUNAN         ORGANI SASI,
URAIAN TUGAS  DAN  FUNGSI  UNIT PELAKSANA
TEKNIS   DABRAH   SATUAN   PENDIDIRAN   PADA
DINAS  PENDIDIRAN  DAN  KEBUDAYJIAN  KOTA
BALIKPAPAN

6

PEMBENIUKAN ,         SUSUNAN        0RGANISASI ,

V BAGIAN ORGANI SASI
URAIAN TUGAS  DAN  FUNGSI  UNIT PELAKSANA
TEKNIS    DAERAH    PADA    DINAS    KESEHA:TAN
KOIA BALIKPAPAN

7
PEMBENTURAN,         SUSUNAN        O RGANISASI ,

V BAGIAN 0RGANISASIURAIAN TUCIAS  DAN  FUNGSI  UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

8 PRTUNJUK  PBLAKSANAAN  PERIALANAN  DINAS
V

BAGIAN UMUM DAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PBELBNGIIAPAN

9 RENCANA      KERIA      PEM ERI NTAH      DAERAH
V BAPPEDA LITBANGTAHUN 2027

10
PERUBAHAN   RENCANA   KERJA   PEMERINTAH

V BAPPEDA LITBANGDAERAH TAHUN 2026

11
RENCANA  KERIA PERANGKAT  DAERAH TAHUN

V BAPPBDA LITBANGr2!fyrrIT

12
PELI NDUNGAN        DAN        PEM ENUHAN        HAK

V BAPPEDA LITBANGPENYANDANG DISABILITAS

13 PEDOMAN   TEKNIS    PBLAKSANAAN   PROGRAM
V BAPPEDA LITBANG

KELURAHAN MANDIRI, ADAFTIF, DAN INOVATIF



NO JUDUL

STATUS
PBRANGRATDAERAH/UNITKERIA

BARU PENYEMPURNALAN

14

TEKNIS   PEMBERIAN  TUNJANGAN   HARI   RAYA

V BRADDAN  GAJI  KRTIGA  BELAS  YANG  BERSUMBER
DART     ANGGARAN     DAN     BBLANJA     DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

15

PBRUBAHAN   ATAS    PERATURAN    WALI    KcylA

V BKADNO MOR        27        TAHUN        202 5        TENTANG
PENJABARAN   ANGGARAN   PENDAPATAN   DAN
BBLANJA DAERAH TAHUN ANGCIARAN 2026

16
STAN BAR      SATUAN       HARGA      PEM ERE NIAH

V Bum
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

17
PENJABARAN                  PERTANGGUNGJAWABAN

V BREDANG GARAN      PENDAPATAN      DAN      BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

18
PENJABARAN          PBRUBAHAN          ANGGARAN

V BRADPENDAPATAN  DAN  BELANJA  DABRAH  TAHUN
ANGGARAN 2026

19

SI STEM         PEMBELAJARAN        TERINTEGRASI

V BKPSDM
(cORpORATE              {]NlvBRSHy}              DAIrm
PENGEMBANCIAN       KOM PREEN SI      APARATUR
SIPIL  NECIARA  DI   LINGKUNGAN  PEMBRINTAII
DAERAH

20 SISTEM KERIA V BKPSDM

21 POLA KrmER V BKPSDM

22

PBRUBAHAN   ATAS    PERATURAN   WALI    KOTA

V BKSPDM
NOMOR  16 TAHUN  2025 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN      PEGAWAI     APARATUR     SIPIL
NECIARA       DI       LI NGKUNCIAN       PEM ERINTAH
DAERAH

23 PRTUNJUK  PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN  BEA
V BPPDRD

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

24 PRTUNJ UK        PEIAKSANAAN        PEMU NGUTAN
V BPPDRD

RRTRIBUSI

25 TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH V BPPDRD

26

PERUBAHAN   ATAS    PERATURAN   WALI    KOTA

V BPPDRD

NOMOR 21  TAHUN  2024 TENThNG TATA  CARE
PEMBBRIAN  KBRINGANAN  POKOK  PAIAK  AIR
TANAH ,         PENGURANCIAN         POKOK         BEA
PEROLBHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SBRTA   PENGURANGAN   DAN   PEMBEBASAN
POKOK    DAN/ATAU    SANKSI    ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
pERI{OrRAN

27

PERUBAHAN   KBDUA  ATAS   PBRATURAN  WALI

V DINSOS/DISNARER
KorA    NOMOR    3    TAHUN    2025    TENTANG
PEDOMAN  PELAKSANAAN  PROGRAM  JAMINAN
SOSIAL    KRTENAGAKBRIAAN    BAGI    PEKBRIA
RENIAN



NO JUDUL

STATUS
PEENGKAffDAERAII/UNITKERIA

BARU PENYEMPURNAAIT

28

PEDOMAN       PEMBERIAN      BANTUAN      PADA
V DISDIREUDBIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI

ANGCIARAN      PENDAPATAN      DAN      BELANJA
DAERE

29

PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   WALI   KOIA
V DISDIKBUDNOMOR  10  TAHUN  2024  TENTANG  PEDOMAN

PENGELOIAAN  DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

30 PENATAAN,           PENYELENGCIARAAN           DAN V DISHUB
RETRIBUSI PARKIR

31
JAM        OPBRASIONAL        DAN        MOBIIJISASI

V DISHUBKENDARAAN   ANGKUTAN   BARANG   DI   KcylA
BAI,IKPAPAN

32 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK V DISKOMINFO

33

PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   WALI   KOTA
V DISKOMINFON OMOR        2 8       TAH UN        2 020        TENTANG

PENYELENGGARAAN    SATU    DATA    TEREADU
KO'IA BALIKPAPAN

34 PEDO:MALT srl`EPIAN V DISPERKIM

35
PEDOMAN   PEMBERIAN   BANTUAN   STIMUIAN

V DISPKERIMPENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI

36 PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN V DISPUSTAHAR
PEMERINTAH DAERAH

37 PEDOMAN  PENGELOLAAN  ARSIP  TERJACIA  DI V DISPUSTARE
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAII

38 PEMBERIAN     INSENTIF     DAN     DISINSENTIF V DLH
PENGELOIAAN SAMPAH DI KO'IA BALIKPAPAN

40 RENCANA            AKSI            DAERAII            SAWIT V DP3
BERKEIANJUTAN

41 POS PEIAYANAN TERPADU V DP3ARE

42 PETA JAIAN  PEMBANGUNAN  KEPENDUDUKAN V V DP3AB
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

43 PERKAWINAN ANAK V DP3AB

44

PERATURAN        PEIAKSANAAN        PERATURAN

V DPMFTSPDAERAII   NOMOR   1   TAHUN   2025   TENTANG
TATA     CARA     PEMBERIAN     INSENTIF     DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

45

PBD OMAN          PEMBERIAN          PERTGHARGAAIN

V DPOPOIAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA
OIAII   RAGA,   TENACIA   REOLAHRAGAAIT   DAFT
ORGENISASI OLAII RAGA

46
PERUBAHAN   ATAs   PERATURAN   WALI   KorA

V DPPRNOMOR    3    TAHUN    2021    TENTANG    GARIS
SEMPADAN

47
KBBIJAKAN        DAN        STRATEGI        DAERAII

V DPUPENYELENGCIARAAN  SISTBM  PENYEDIAAN AIR
MINUM TAHUN 2024-2028

48 RENCANA  INDUK  SISTEM  PENGELOLAAN  AIR V DPU
LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2026-2045

49 RENCANA   INDUK   SISTEM   PENYEDIAAPT   AIR V DPU
MINUM KOTA BALIKPAPAN

50

PBD OMAN           RENCANA           PENGENDAIJIAN

V INspEroRATKECURANGAN           DALAM           PENGELOLAAN
KEUANGAN        DAERAII        DI       LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



NO JUDUL

STATUS
PERANGRATDAERAH/UNITKERIA

BARU PENYEMPURNAAN

51 PEDOMAN PENUCIASAN INVBSTIGASI V INSPERTORAT

52 PBNYELE NGGA RAAN         KERU KUNAN         U MAT
V KESBANGPOL

BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

53 PENYELENGGARAAN   TOLERANSI    KEHIDUPAN
V KESBANGPOL

BERAGAMA DALAM BERMASYARAKAT

54

PE NC EGAHAN          DA N          PE NANG a ULANGAN

V KESBANGPOLBKSTRIMISMB   BERBASIS    KBKERASAN   YANG
MENGARAH   PADA   TBRORISME   TAHUN   2026-
2029


